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. Penanganan Anak ..... 

• .Men Im bang : a. bahwa Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Pertlndungan Anak menyebutkan bahwa setlap 

anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat . kecerdasannya sesuai 

dengan mlnat dan bakatnya. Selanj.utnya. Pasal 49 menyebutkan 

bahwa negara, pemerintah, :.k~ uarga, dan orang tua wajib 

memberlkan kesempatan yang ;se uas-luasnya kepada anak untuk 

memperoleh pendldikan; 

b. bahwa penyelenggaraan peo~idikan · dasar dan menengah 

merupakan kewenangan dan kewajiban Pemerlntah Daerah yang 

mampu menjamln percepatan pemerataan kesempatan 

memperoleh layanan pendidikan yang bermutu; 

c. bahwa Pemerlntah Kabupaten Konawe Utara bertanggung jawab 

memastikan tercapainya ~ujuan Pembangunan Millennium 

Development Goals (MDGs) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

urusan pendidikan yaitu pendidikan dasar untuk semua strata di 

Kabupaten Konawe utara; 

d. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, dan huruf c di atas maka dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE UTARA, . . 

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS:SEKOIAH PENDIDIKAN DASAR DAN 
MENENGAH DI KABUPATEN KONAWE UTARA 

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA 
NOMOR I 7 TAHUN 2014 

TENTANG .· 

BUPATI KONAWEUTARA· . . ·. - 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

-, ,.· ' 

\ 
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9. Peraturan Menteri ..... 

2. Undang - Un~ang Nomor 20 Tahun ~003 tentang Slstem Pendidlkan 

Nasional (l.embaran Negara Rep_ublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

3. Uridang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Konawe Utara di Provins! Sulawesi Tenggara (Lembaran 

Negara Republlk Indonesia .Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389); 

4. Peraturan Pemerlntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard . 

Nasional Pendidlkan (l.embaran. Negara Republlk Indonesia Tahun 

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 
(Lembaran Negara Republik · lndcnesia Tahun 2008 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4863); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6.6· Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah .· ·N_omor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendldikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nemer 5157); · 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidlkan (l.embaran Negara Republik ·Indonesia Tahun 

2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5410); 

8. Peraturan Menterf Dalam Nege_rl Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

.: · Mengingat · : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tanun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 

Tambanan Lembaran Negara R·epublik Indonesia Nomor 4235); . . ' ... ~ 

Penanganan Anak Usla Sekolah yang Putus Sekoia~ di Kabupaten 

Konawe Utara; 
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9. Anak putus ..... 

. . . . 
. , 7. ·· · Anomotau adalah upaya yi)ng terencana dan slst matis untuk mengaktifkan anak 

putus sekolah kembali ke sekolah; 

8. Anak adalah semua orang yang berusla di bawah 7-18 Tahun; 

:-iOalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

:: : 1. Pemerintah Oaerah adalah Pemerlntahan Oaerati Kabupaten Konawa Utara; 

· · 2. Bupatl adalah Kepala Daerah Ka bu paten Konawe Utara; 

3. Dinas Pendidlkan dan Kebudayaan adalah Dlnas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Konawe Utara; 
· .. 4~ · Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah se.uan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Konawe Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah; . .. .. . . 

5. · · :sekolah adalah lembaga formal tempat dllaksenekannya proses pembelajaran, 

· agar peserta dldik secara aktlf rnengembangkan potensi dlrinya, memiliki 

kekuatan sprltual keagamaan, pengendallan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta kete_rampilan yang diperlukan; 
· 6. Sekolah gratis, yang selanjutnya dlsingkat Se.Gra adalah bantuan yang diberlkan 

pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara berupa sejumlah uang, secara 

langsung kepada siswa SD, SMP dan SMA/SMK sesual dengan kriteria yang 

dltetapkan; 

BABI 

KETENTUAN UMUM· 

Pasal1 

MEMUTUSKAN: · 

Menetapkari : PERATURAN BUPATI KONAWE :UTARA TENTANG PENCEGAHAN DAN 
.. · 

PENANGANAN . ANAK PUTUS SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR DAN 

MENENGAH DI KABUPATEN KONAWE UTARA 

9. Peraturan Menteri Pendidikan N8slonal Nomor 23 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Pendidikan Nasional 
Nomor 1!;; . Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Pendidlkan Casar di Kabupaten/Kota; 

c___: 
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18. Sekolah Menengah ..... 

· .. 9. Anak putus sekolah adalah anak usla sekolah yang tidak lagi terdaftar sebagai 

siswa dan tldak dapat menamatkan pendidikannya; 

: 10~ · Anak terancam putus sekolah adalah anak us.a sekolah yang maslh terdaftar 

sebagai siswa tetapi sudah tidak aktif meng~kuti proses belaJar mengajar; 

11. Wajib belaJar adalah program pendldikan minimal yang harus diikuti oleh warga 

negara Indonesia atas tanggung jawab Pemei'intah dan pemerintah daerah; 

· -12. : Pendidikan dasar adalah jenjang Pendldlkan peda jalur Pendldikan formal yang 

. melandasl .jenjang. P~ndldikan menengah, yang dlselenggarakan pada Satuan 

• Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Ma~rasah lbtidaiyah atau bentuk lain 

-_ yang sederejet serta menladl satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan 

. Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah 

.. · Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat; .. : . 

. ·. 13. · Sekolah Dasar, yang selaojutnya disingkat SD., adalah salah satu bentuk Satuan 

Pendldikan formal yang menyelenggarakan . Pendidikan umum pada jenjang 

Pendldikan dasar; 

·_ 14. - Madra!:iah _ lbtldaiyah, yang selanjutnya dlsingkat Ml, adalah salah satu bentuk 

; Satuan Pendidlkan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan 
; : 

Pendldikan umum dengan kekhasan agarna pad a jenjang Pendidlkan dasar; 

-15. Sekola.h Menengah Pertama, yang selanjutnya dislngkat SMP, adalah salah satu 

bentuk Satuan Pendldikan formal yang rnenyelenggarekan Pendldikan umum 

pada jenjang Pendldlkan dasar sebagal lanjutan dari SD, Ml, atau bentuk lain yang 

. sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau 

Ml; 

· _ 16. . Madrasah Tsana_wiyah, yang selanjutnya dlslngk~t MTs, adalah salah satu bentuk 

satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan 

· Pendidikan umum dengan kekhasan agama oada jenjang Pendldikan dasar 

· sebagal lanjutan dari SD, .Ml, atau bentuk lain· yang sederajat atau lanjutan dari 

hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Ml; 
' .. - . 

· 17. _ Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya . dlslngkat SMA adalah salah satu 

. -bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidlkan Umum 

. pada jenjang Pendldikan Menengah sebagal lanlutan dari SMP, MTs, atau bentuk 

Jain yang sederajat atau lanjutan dari hasll belalar yang diakui sama atau setara 

· SMP atau MTs; 

' \____. 

\ ,_. 
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BAB II ..... 

. . 
· 23. Pusat Kegiatan · Belajar Masyarakat yang s~lanjutnya. dlslngkat PKBM adalah 

lembaga yang dlbentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak di 

. bldang pendldikan dan berada di bawah pengawasan dan pembinaan darl Dinas 

Pendldikara dan Kebudayaan; 

· 24. Kantor. cabang Dinas, yang selanjutnya di singl--at KCD adalah pelaksana tugas 

· Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu ,Kecamatan di Kabupaten Konawe 

Utara;: 

· ·: · 25. · Pengawas sekolah adalah pegawai negeri slpil yang dlberl tugas, tanggungjawab 

dan wewenang secara penuh oleh pejabat yarg berwenang untuk melakukan 

pengawasan pendldikan pada satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan 

sekolah menengah; 

. 26. ._ Dewan Pendldlkan adalah lembaga mandlri yang beranggotakan berbagai unsur 

: masyarakat yang pedull Pendidikan; 

-27. . Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahl peran serta masyarakat 

dalam ·. rangka menlngkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan di satuan pendldikan, balk pada ja:ur pendidlkan prasekolah, jalur 

. pendldikan sekolah maupun jalur pendidikan lua, sekolah. 

' _ lain ya_ng sederajat atau lanjutan darl hasll belajar yang diakui sama atau setara 

. SMP atau MTs; 

· , 19. '. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya dlslngkat MA, adalah salah satu bentuk Satuan 

Pendidikan formal dalam blnaan Menter! . Agama yang menyelenggarakan 

Pendidikan umum dengan kekhasan agama pada jenjang Pendldlkan Menengah 

sebagal lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari 

· · hasil belajar yang diakul sama atau setara s·~P·atau MTs; . ·' 

· 20. ·._ Pendidlkan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang 

· terdlrl atas pendldikan dasar, pendldlkan menengah dan pendidikan tlnggl; 

· . : 21 .. : Pendidikan nonformal ada_lah jalur pendldlkan di luar pendidikan formal yang 

• dapat dllaksanakan secara :t_erstruktur dan berjer jang; 

-·. 22. . Angka, Partisipasi Murni: (APM) adalah J~r~entase slswa dengan usia yang 

• ··. berkaitan dengan Jenjang pendidlkannya dati Jijrr:la·h penduduk di usia yang sama 

. . 
·.·18 .. Sekolah Menengah. Kejuruan, yang selanjutn_ya disingkat SMK adalah salah satu 

. bentuk Satuan Pendidikan · formal yang menyetenggarakan Pendidlkan Kejuruan 

. pada jenjang Pendldlkan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk 

\_ 
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BAB IV ..... 

Pasal 4 

: '. Ruang llngkup Peraturan Bupatl lni meliputl: 

· · 1) Pendataan slswa terancam putus sekolah dari anak putus sekolah; 

2) Pengakt_ifan kembali anak terancam putus sekolab pada proses pembelajaran; 

3) · Pengemballan anak putus sekolah pada [alur pendldlkan formal dan non formal; 

dan 

.. 4) Peran para pihak untuk mendukung terwujudnya Program pendidlkan dasar dan 

menengah di Kabupaten Konawe Utara. 

BAB Ill 

RUANG LINGKUP 

,· 
\ 
'-...., 

Pasal3 

Sa saran 

.- . _yang menjadi sasaran Peraturan Bupati ini adalah : -., 
.1) · Anak usia sekolah pendldlkan dasar dan menengah yang putus sekolah; 

.. . 
· · .. 2) Anak usia sekolah pendldikan dasar dan menengah yang terancam putus sekolah; 

· 3) Orang tua/wall dari anak putus sekolah dan a.n,ak yang terancam putus sekolah; 

· ·_. 4) Sekolah Dasar, Sekolah Meriengah Pertama d~n Sekolah. Menengah Atas beserta 

· l<omlte Sekolah; · 

5) Pemerlntah Desa, Kelurahan dan Kecamatan;: d~n 

6) Dlnas Pendi~lkan dan Kebud_ayaan beserta Kantor Ca bang Dlnas yang terkalt. 

. Maksud dan Tujuan 

- 1) Untuk menjadl acuan bagl para plhak dalam upaya melakukan pencegahan dan 

penanganan anak putus sekolah pendidikar,- dasar dan menengah di Kabupaten 

· Konawe Utara; 

: · .: 2) .Untuk mendukung terwujudnya program pendidikan dasar _dan menengah dan 

menlngkatkan Angka Partlsipasl Murni pendidlkan d_i Kabupaten Konawe Utara. 

BAB II · 

MAKSUD, TUJUAN DAN ~~AR~N 

Pasal2 

---,--~----------------····-·· 
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3) Pendataan anak ..... 

Pasal7 
(~' : Pendataan Anak Terancam Putus Sekolah : 

: 1). Proses pendataan anak terancam putus sekolah diawati dengan penyiapan format 

pendataan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara; 

· .· 2} Format pendataan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) bermuatan hat-hat, 

dlantaranya: (a) identitas anak dan status pendldlkan, (b) identltas orang tua, (c) 

ldentltas sekolah, (d) sebab anak terancam putus sekolah, (e) upaya penanganan 
yang telah dilakukan sekolah; 

Pasal6 

"-~ .. 1) Pencegahan anak putus sekolah adalah upaya untuk mengaktifkan kembali anak 

usla pendidlkan dasar dan menengah yang terancam putus sekolah; 

• 2.) · Upaya sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), dllaxukan melalul beberapa tahapan 
yang meliputi: 

· a. Pendataan anak terancam putus sekolah; · 

b. Pemblnaan terhadap anak terancam putus sekolah beserta orang tua/watinya; 

dan 

c. Bantuan pembiayaan · Sekolah Gratis (SeGra) ba~I anak terancam putus 

sekolah darl keluarga miskin. 

. ·.· ,. 

BABV 

PENCEGAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH 

Pasat5 · 

·• .1) Pencegahan · dan Penanganan Anak Putus sekotah di Kabupaten Konawe Utara 

· dlsebutjuga dengan Anomotau; 

'; . 2) .Upaya pemertntah daerah :sebagaimana dlmaksud ayat (1) merupakan bagtan 

program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangan . . ··. . . : . . 

dan tanggung jawab pemerintah daerah dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, 

Kelurahan dan Desa. 

... 

. . . · .. 

BABIV 

ANOMOTAU 
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2) Upaya sebagimana ..... 

Pasal 9 

1) Penanganan anak putus sekotah adalah upaya untuk mengembalikan anak putus 

sekolah pendidlkan dasar dan menengah kembali ke sekolah melalui jalur formal 

maupun nonformal; 

BABVI 

PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH - 

. ' 
_ _ (3) Kepala Sekolah dapat mengundang orang tua s'swa, komite sekolah, pengawas 

sekolah, dan Dlnas Pendldikan dan Kebudayaan melalul KCD di wllayah setempat 

untuk membahas hal-hal yang dipandang tidak dapat diatasi hanya oleh pihak 

sekolah; 
_ (4) Kepala Sekolah memfasllitasi pembinaan terhadap anak yang terancam putus 

sekolah agar dapat kembali aktlf dalam proses be ajar mengajar di sekolah; 

· - (5) Kepala Sekolah dapat mengusulkan anak-anak yang terancam putus sekolah dari 

keluarga mlskin untuk diutamakan sebagai ,penerima bantuan Sekolah Gratis 

- •- (SeGra).- 

. ' . 
(1) Kepala Sekolah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan anak putus sekolah 

dengan .memastikan anak-anak yang terancam putus sekolah dapat kembali aktif 

dalam proses belajar mengajar di sekolah; 

.(2) Dalam rangka mengambll langkah-langkah _ pencegahan sebagalmana dlmaksud 

pada ayat (1), dilakukan melalul rapat koordlna,i guru; 

. . . . . . 

Tanggung Jawab Sekolah dalani Pencegahan Anak Put us Sekolah: 

Pasal 8 - 

3) Pendataan anak terancam putus sekolah dllakuxan oleh sekolah dan dllaporkan 

kepada _ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan --- Ka bu paten Konawe Utara setiap 

semester; 
.4) Dinas Pendldikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data 

~nak terancam putus sekolah di Kabupaten Konawe Utara, dan Pemutakhiran data 

anak terancam putus sekolah dilakukan setiapTanun, 

\. .. _......· 

\ . 
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Pasal 12 ..... 

. . . . 
5) Dlnas Pendldikan· dan Kebudayaan bertanggung jdwab terhadap pengelolaan data 

anak putus sekolah di Kabupaten Konawe Ut~ra. Pemutakhiran data anak putus 

sekolah .dilakukan setiap Tahun. 

. •· 1) Proses pendataan anak putus sekolah diawali dsngan penyiapan format pendataan 

oleh Dlnas Pendldikan dan Kebudayaan; 

: 2) Fornnat pendataan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) merupakan format yang 

· menj'adi salah satu baglan format pendataan pendidlkan dasar dan rnenengah 

yang berlaku; 

.: . • 3) Format • pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermuatan hal-hal, 

dlantaranye: (a) ldentitas anak dan status pendlclkan, (b) identitas orang tua, (c) 

ldentltas sekolah asal, (d) sebab anak putus sekolah, (e) nama desa/kelurahan dan 

. kepala desa/lurah, (e) llngkup KCD terkalt, . (f) satuan pendidikan dasar dan 

rnenengah terdekat; 

'.'1-) Pendata_an anak putus sekolah pendldikan dasa: dan menengah dilakukan oleh 

pemerlntah desa bersama dengan sekolah _yang ada di wilayah tersebut dan 

dilaporkan kepada Dinas .Pendidikan dan Kebudayaan' melalui KCD setempat; 

Pasal11 

Pertdataan Anak Putus SeKolah 

Pasal10 

Penanganan anak putus sekolah sebagalmana :dlmaksud dalam Pasal 9 dilakukan 

melalul: 

· · 1) Mendukung anak.kemball ke sekolah tormakden/eteu 
· · :2) . Keaksaraan Fungsional yang dllntegrasikan . dengan program Pendldikan 

Nonformal . 

. ·. 3) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), tamari Bacaan Masyarakat (TBM). 

4) Kecakapan Hidup (Life Skill) dan sejenisnya sesua: kebutuhan dan. kondlsi lokal. 
. . . . ...... . 

· 2) Upaya sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dila kukan melalul beberapa tahapan 

yang meliputi: 

a. Pendataan anak putus sekolah; 

b, Pemblnaan terhadap anak putus sekolah beserta orang tua/walinya; 

c. Bantuan pembiayaan sekolah gratis SeGra) bagi anak putus sekolah darl 

keluarga mlskln. 

' ' \ . 
'--- 

( ·-· 



' • .. 
- 10- 

Pasal 14 

· .-1) Anak putus sekolah dan anak terancam putus sekolah dari keluarga miskin berhak 

mendapatkan bantuan pemblayaan Sekolah Gratis (SeGra); 

2) . Bantuari pemblayaan pendidikan sebagalmanadlmaksud pada ayat (1) bersumber 

dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah; · 

· • 3) Penyatursn dana yang bersumber dari APBD sebagalmana dimaksud pada ayat (2) 

menglkutl prosedur dan ketentuan yang berlakµ; · 

··· 4) Pengelolaan dana ..... 

BAB VII 

PEMBIAY AAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN TERANCAM PUTUS SEK OLAH 

Pasal13 

. . Pembinaan ·.-Terhadap Anak Putus Sekolah sebaga_hr,~na dlmaksud . dalam Pasal 12 
. dl.lakukan nielalul : ' 

· : 1) Mendukurig anak k,embali ke sekolah format, :~ail; atau; 

• 2) Keaksaraan Fung!sionat yang diintegrasikan dengan program Pendidikan 

Nonformat; 

·. · ·• 3). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM); 

>-4) · Kecakapan Hidup (Li1fe Skill) dan sejenisnya sesuai kebutuhan dan kondisi tokal. 

pembelajaran formal atau nonformal; 

. : ~) Komitmen yang ~ihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat datam 

·. sebuah berlta cara kesepakatan bersama dan ditandatangani para plhak yang 

terkalt. · 

1) Pemblnaan 1terhadap anak putus sekolah beserta orang tua/wallnya dilakukan oleh 

· Kepala Desa atau Lurah, Kepala Sekolah tempat anak bersekolah sebelumnya, dan 

Dlnas Pendidikan dan Kebudayaan metalul ~CD. Kecamatan dan pengawas 

sekolah; 

·. 2) Pembinaan se·bagaimana dimaksud pada aya.t (1) dllakukan dengan kunjungan 

rumah untuk membahas faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah dan 

. membuat komdtmen bersama untuk rnendukung anak kemball ke tempat 
' 

Pasal :L2 : · 

. Pembinaan Terhadap Anak Putus Sekolah 
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8) Satuan Kerja ..... 

. . 

bertanggung jawab melaku~an pembinaan terhadap anak putus sekolah di wilayah 

sekitarnya yang memillh melanjutkan pendidikan oada jalur nonformal; 

6) Kantor Cabang Dlna1s Pendidlkan dan Kebudayaa11-bertanggung jawab melakukan 

pendataan anak · putus sekolah bekerjasan;,a dengan sekolah dan pemerintah 

desa/kelurahan, melakukan pemblnaan terhadap anak putus sekolah dan orang 

tua/walinya, serta melakukan pengawasan terhedap proses pengembauan anak 

. putus sekolah pada jalur pendidlkan formal dan ncnfcrmal, 

. 7) Dinas Pendldikan dan Kebudayaan rnelalul . bidang pendidikan dasar, bidang 

. pendidikan menengah dan bidang pendidlkan nonformal dan Informal wajib 

melalukan pemblnaan dan pengawasan .terhadap sekolah-sekolah, sanggar 

keglatan ·belajar dan pusat kegiatan belajar mesyarakat yang menerima anak 

putus sekolah, 

' 1, 

Pasal 15 ·· 

.· . 1) · Setiap orang tua/wali dari anak usia sekolah: pendidikan dasar dan menengah 

bertanggung jawab agar anakjanak asuhnya dapat bersekolah dan menamatkan 

pendidikannya; 

· ·. 2) · Kepala Desa dan Lurah bertanggung jawab memastikan anak-anak putus sekolah 

dan terancam putus sekolah yang ada di wllayahnya dapat kernball bersekolah dan 

menamatkan peridldikannya melalui jalur pendlclxan formal maupun rionformal; 

· 3) Kepala Desa dan Lurah dapat mengeluarkanPeraturan Desa atau Peraturan Lurah 

··-·· untuk memasUkan tldak ada anak putus sekolah usia pendidikan dasar dan 

. menengah di willayahnya; 

4) Kepela Sekolah bertanggung jawab memastlkan proses administrasl penerimaan 

· kembali anak putus sekolah pada jalur pend_idikan· formal berjalan dengan baik, 

tidak memberatkan orang. tua siswa, dan s~_suai dengan prosedur yang berlaku 

serta melakukan pemblnaan terhadap anak denorang tua/watinya; 

· •· 5) Pusat Kegiatan Btllajar Masyarakat (PKBM): d~n Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

BAB VIII 

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN 

. -<4) · Pengelolaan dana yang bersumber di luar A~B_D dapat diberikan secara Iangsung 

oleh pembert dana dengan diketahui dan mendapat · rekornendasl dari Dlnas 

Pendidrkan dan Kebudayaan; 

. . 
J·.· 
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.· Peraturan Bupati lni mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 

Agar setlap orang mengetahul, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatl lni 

. ciengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabup.aten Konawe Utara. 

BABIX 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 16 . · 

. 8) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaln Dinas Pendidlkan dan Kebudayaan wajlb 

mendukung keglatan yan_g terkait pencegahar, dan penanganan anak putus 

sekolah dengan memprloritaskan anak dan orang tua/wall dari anak putus sekolah 

. di dalam program atau kegiatan yang relevari d!biayai oleh APBD yang dlsesualkan 
dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk -. teknis darl masingmaslng program 

dan keglatan; 

9) . Dlnas Pendldikan dan Kebudayaan bertanggung jawab mengkoordlnasikan semua 

program terkait penceganan dan penanganan .anak putus sekolah di Kabupaten 

Konawe Utara bekerlasama dengan Satuan t<.erja Perangkat Daerah terkalt dan 

· pemangku kepentlngan peodidlkan lainnya. 

..!· •• 




